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EDISI 5, FEBRUARI 2010

—

Editorial

[Masih Ada 1725 Hari

rogram 100 hari pemerintahan selama dua
tahun belakangan telah menjadi. kcsepakatan
politik tidak tertulis antara konstituen dengan pe-

Wapres kala menarik simpati rakyat pada masa
kampanye.

:* Dalam pemerintahan jilid Il-nya, Presiden SBY
‘memprioritaskan 15 program dalam 100 hari ker-

janya, diantaranya: (1). Pemberantasan mafia hu--

kum; (2). Revitalisasi Industri Pertahanan; @3).
Penanggulangan Terorisme; (4). Mengatasi Per=
masalahan Listrik; (5). Meningkatkan produksi
‘pupuk dan pangan; (6). Revitalisasi Pabrik Pupuk
dan Gula; (7). Membenahi kompleksitas penggu-
naan tanah dan tata ruang; (8): Peningkatan Inf-

rastruktur; (9). Meningkatkan pinjaman Usaha -

Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Meriengah yang
dlkaltkan dengan Kredit Usaha Rakyat; (10). Me-
mobilisasi sumber pemblayaan diluar APBN-
APBD; (1 1) Menanggulangi perubahan iklini dan

| lingkungan; (12). Melakikan reformasi kesehatan;

(13). Reformasi di bidang pendldl
.- Kesiapsiagaan dalam pcnanggulangan bencana

-antara pemerintah pusat dengan pemermtah
daerah dalam pembangunan -di segala b|dang
“{(Sumber: Tempo.1-7 Februari 2010)

+Tanggal 28 Januari 2010 laly, Kabinet lndone- :

sxa Bersatu Jilid II (KIB II) telali melewati 100
11kerja mereka: Tentunya -para pejabat
k

|buat*gusar dan ngambek

ksi 28 Januari lalu lantaran ada yarig mem<

au ke panggung aks.
! ik

Y- “Boediono diberi hllal E, sedangkan
‘Ekonomi dan Keuangan Negara, Kesel

] tah. Program 100 hari mempakan hasil pe-
- ngejewantahan dari janji-janji calon Presiden dan

lam dan (15). Melakukan koordinasi yang erat

elainitu, Keluarga'_
por untuk_ Pro—

L

balk yang meliputi; kejelasan tujuan,

Dalam konteks itu_daerah adalah.
stakeholders dalam membangun
peradaban tersebut. Oleh karena. itu.
karakteristik yang berbeda antar ’
daerah menjadi aset penting yang -
perlu dirumuskan' dalam peraturan
hukum sebagai perwujudan bahwa
masyarakat memang hidup dalam
koridor hukum yang. tertib ‘dan’
mensejahterakan.

Apalagi kalau peraturan tersebut
terkait dengan pengaturan eko-
nomi dan sosial dalam’daerah.

Maka peraturan tersebut akan
menjadi_pilar yang mendukung: pe-
laksanaan pembangunan kehidup-
an ekonomi dan sosial yang lebih
baik. Namun persoalannya ter-
nyata pada praktcknya peraturam
tidak dibuat secara cermat dan’
bahkan sangat reaktif sehingga -
tidak dapat mencapai visi peradab-
an dan menyelcsaikan pokok per-
sodlan masyarakat. Peraturan ha-
nya men}adl pajangan-dalam arsip
nglSlaSl daerah. Tanpa kejelasan’
pelaksanaan dan ¢fektifitasnya
‘dalam . kehidupan- masyarakat.
Bahkan tanpa sosialisasi yang je-
las. Peraturan hanya dapat dike-
tahui ‘dan dipahami oleh - Plhak
pembuat peraturan.

Berdasarkan Pasal 5 UU No.10
tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di-
tegaskan bahwa dalam membentuk
pemluran pcrundang-undangan harus

dasarkan. pada asas pemt

n pen

yang
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T b

bagaan atau organ p
yang tepat, kesesuaian antara _;cms
dan materi. muatan, dapat dilaksana-
“kan, kedayagunaan dan kehasilgu-
naan, kejeldsan rumusan dan ke-
terbukaan. Selanjutnya dalam: Pasal
6 dxtcgaskan bahwa materi milatan

perundang: gan me-
Angaudung asas; pengayoman, kema-.
usiddn, kebangtaan kekeluargaan
kenusa

i Leglslasn Daerah
Pembuatan legxsla5| harus ber-
o et

]

st S el Oleh 2 S
R et “Agus Ngadino, S.H, M.H. ;
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"~ Produk leglslasl daerah

yang meliputi peraturan

daeraﬁ provirisi, peraturan daerah kabupaten/kota,

dan peraturan desa
peradaba

nusia yang lebih -
baik. Suatu visi -
legislasi yang
menggambarkan
b_.a h w.a
peraturan: yang
dibuat adalah
suatu karya
umat “manusia
yang beradab
dalam . menata
dan membangun
kehidupan
masyarakat:
yang arhan, adil ~
dan-makmur, *
Stwua tu §
kehidupan yang
ménerapkan
secara hakiki dasar-dasar dari
- adanya negara- hikum. Hukum
menjadi panglima dalam mengatur
dan menyelcsmkan persoalan
kehidupan-- - masyarakat yang
semakin-kompleks dan penuh ko-
nflik yang tidak ‘dapat ‘diperkira-

kan. Visi legilsasi inilah yang sebe-

narnya merupakan “roh” dari sua-

tu peraturan. Suatu semangat un-

tuk mewu1udkan nilai-nilai yang
u,rkandung dalam falsafah negara.
Tanpa visi legislasi maka’ peraturan
- yang ada hanyalah Jjawaban. reaktif
atas_letupan persoalan yang ada
namun tidak menjawab persoalan
yang ada.

Apalagl untuk penccgahan dalam
-menjawab persoalan masa depan.
‘Suatu jangkauan hukum yang
sangal visioner dan tidak mudah
leKang oleh zaman. Hukum selalu

]angkau yang pan)ang dan’ tidak se- i

-‘saat. Gleh karenanya cukup banyak

waktu unluk melakukan proses -

radaban unjét.

akan menjadi se]arah
n ”l(l”uhla

kemudian® pera-
turan itu
diketahui,
dipahami dan di-
terapkan
semua elemen
masyarakat.
Karena

melaksanakan
peraturan
adalah -bagian
dari jatidiri
manusia yang
beradab.. Suatu
budaya ‘hukum
yang semestinya
tumbuh dan ber-
kembang dalam kehidupan ‘masya-
rakat. Oleh karena itu hukum ha-
rus dibuat dengan semaksimal mu-
ngkin dan jauh lebih penting me-
mpunyai “roh” untuk dijadikan
sebagai pedoman peradaban umat
manusia.
Sistem Legislasi

Dengan adanya visi-maka lang-
kah selanjutnya adalah memba:
ngun sistem legislasi daerah yang
jelas dan akurat. Ada beberapa age-
nda penting yang harus dipenuhi,
Pertama; perencanadn- dan pe-
ngkajian yang mendalam .dalam
membuat:peraturan. Selain'itu di-
dukung dengan langkah intensif da-
lam menggiatkan’ sos:ahsasn per-
aturan daerah dalam lengah-tengah
masyarakat. Kdrena pada faktanya
sosialisasi  peraturan  daerah
biasanya -tidak efektif karena
banyaknya peraturan yang tidak

“raturan apa_lagl kalau dikaitkan pe-
laksanaannya: Akibatnya: peratur-
an tersebut menjadi sekedar pera-
turan tanpa kejelasan pelaksana-
annya.

¢ “Kedua; evaluasi atas’ relevansu
pera:uran dnmana pe uada eva-

_ luasi atas perencanaan dan pelak
' sanaan peraturan supaya lidak me.

Harapannya

oleh

memahami dan.

= diketahui oleh: masyarakat se-
- hingga tidak ada _kontrol atas pe-

.nghambat perkembangan pemba-
ngunan kehidupan masgarakat ya<-
ng ‘diamanahkan konstitusi.

Peraturan yang sudah tidak re-
levan harus scgera direvisi atau di ;
ganti. Selain it ‘evaluasi atas pe’’

-laksanaannya hartis menjudi. doku=
mehtasi‘umuk ‘dasar dalam me-:
rancang peraturan masa depan.
Pendokunientasian akan dapat me-
nggambarkan Kemutakhiran per-
kembangan legislasi yang telah di- -
buat oleh dewan perwakilan rak-
yat-daerah dan ‘kepala daerah.

Dalam konteks membangun le-

gislasi daerah maka sebenainya la- .
ngkah ‘tersebut dapat dilakukan
dengan .memilah atau mengklasifi-
kasikan peraturan dacrah yang ada.
Karena sebenarnya kalau mau diz
buat’museum peraturan maka akan
tercatat lintasan scjarah perdturan.
daerah selama ini. Hal ini akan®
menjadi - bahan kajian dalam

. menata peraturan yang jauh lebih

baik dari ‘peraturan sebelumnya. :

Oleh' karena ifu pembuat pera-
turan harus tanggap atas dinamika
masyarakat. Secara sosi i
namika kehidupan masyar
ngalami perubahan yang sangat ce-
pat. Kalau tidak tanggap kondisi
tersebut maka peraturan dkan ke-
tinggalan dan bahkan menghambat
proses: pembangunan kchldupan
masyarakat.

Ketiga; dibentuk lunbd A pusat
‘legislasi daerah :-lembaga ini ber-
guna_untuk mengelola kumputan
peraturan yang ada .di-dacrah scka-
ligus akan menjadi piisat kajian dan
penyebarluasan produk fegislasi
kepada masyarakat. Selain ity lem<
baga ini dapat melakikan peng- .
awasan atas sinkronisasi peraturan
satu dengan lainnya supaya tidak
terjadi' persoalan hukum datam
'prakteknyaA Bahkan dacrah dapat
berperan akuf ‘dalani: melakukan

‘Judicial review atas _peraturan
- peruiidang- undm\gan

Dengan dgmlkmn dacrah pun)a
peran ‘besar dalani ¢ ¢

perund d d
Paling tidak dalam ke

gka me-

4 mbanéun sistem pcrundang un-

dansan dacrdh yans




